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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR ? TAHUN 2€19
TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, M@NIT@®RING, EVALUASI, DAN
PELAP@RAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTR! PRO®VINS]

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuau) Pasal ® Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Industri Provinsi Sumatera Selatan Talun 2817-2037, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembinaan,
Pengawasan, Monitoring. Evaluasi. dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Industri Provinsi;

. Pasal 18 ayat (©) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});
UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492};
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor $5679);
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11.
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15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 ten{ang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5671}

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang
Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 146, Tamsahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor S708);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izn
Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5797);

Peraturan Pemerintah Nemor 2 Tabun 2017 tentang
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri {(Lembaran Negara
Republik 1ndonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lesnbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6220);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 20.!8 tentang Kebijakan
Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 8;j;

Peraturan Menteri Pertndustrian Nomor 118/M-
IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Iindonesia
Tahun 2015 Nomor 1917);

Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 113 Tahun 2018 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana
Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201® Nomor 153);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Pamjang Daerah Provinsi Sumalera
Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Takhun 2007 Nomor 17};

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan industr Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-
2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017
Nomor 18);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBINAAN,

PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAP®RAN
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTR] PRO®VINSI.

BAB i
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan:
1. Provinsi adala h Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah Dinas Perindustrian Provinsi,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan/atau
instansi terkait.

A

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Selatan.

®. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumartera
Selatan.

8. Dines Persdisizien. Provinsh sdalabh. Dunas Pevindustoan
Provinsi Sumatera Selatan.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Proviasi adalab
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

10.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekenomi vang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya
industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai
tambah atau manfaat lebih anggi, termasuk jasa industri.

11. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasionai, yang
selanjutnya disingkat RIPIN, adalah Rencana Induk
Pembangunan 1Industri Nasional Tahun 2815-2035 yang
merupakan pedomzan bagi pemerintah dan pelaku industri
dalam perencanaan dan pembangunan industri.

12.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN,
adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

13. Rencana Pembangunan Industri Provinsi, yang selamjurnya

disebut RPI Proviasi, adalah Rencana Pembangunan Industri

Provinst Sumatera Selagtan Tahun 2017-2037 yang merupakan

dokumen perencanaan yang menjadi acuan  dalam

pembangunan industri di Provinsi.
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14. Rencana Pembangunan Indusini KabujpatenjKeta, yang
selanjutnya disebut RP! Kabupaten/Kota, adalah dokuinen
perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri
di Kabupaten/Kota.

BAB II
TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN,
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 2

{1} Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deerah tentang RPi
Provinsi Tahun 2017-2€37, mekanisme perencanaan diiakukan
terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD).

(2) RPI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, merupakan
pedoman/arahan daiam melaksanakan program pembangunan
sektor industri oleh seluruh pemangku kepentingan.

(3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
untuk menyelaraskan priorifas pembangunan sektor industri,
tujuan, sasaran, dan indikasi pregram pembangunan sektor
industi1 dalam pencapaian visi dan misi pembangunan industri
dengan pencapaian visi dan misi daerah.

(4} Hasil integrasi indikasi program pembangunan sektor industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam
Rencana Strategis (Renstra} Perangkat Daerah danjatau
perencanaan program kerja badan/lembaga lainnya terutama
yang menjadli pcmangku kepentingan dalam pclaksanaan
pembangunan sektor industri.

Pasal 3
Pemerintah  Provinsi  berkoordinasi dengan Pemernintah
Kabupaten/Kota di wilayahnya dalam rangka pelaksanaan RPI
Kabupaten/Kota melalui Dinas Perindustrian Provinsi, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, danfatau instansi
terkait.

Pasal 4
(1} Gubernur mempunyai kewenangan untuk melaksanakan RPI
Provinsi, yaitu dalam hal:
a. pembinaan;
b. pengawasan;

2

monitoring;
. evaluast; dan/atau
pelaporan.

o a
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(2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, dan/atau instansi
terkait.

Pasal 5

(1) Dalam rangka membantu pelaksanaan kewenangan pembinaan,
pengawasan, monitoring, evaluasi, danfatau pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan avat (2},
Pemerintah Provinsi dapat membentuk tim.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayalt (1), paling sedikit
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pembinaan pelaksanaan RPI Provinsi;
b. melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali

dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan; dan

c. melalkukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Pembentukan, susunan dan keanggotaan tim sebagaitsana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah Provinsi terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2}, melaksanakar pembinaan sesuai
wengem Relertaan prratara JoT Catel @ - GTiEnEET: .

(2} Pokok pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan melalui sinkronisasi tujuen, sasaran, dan
prioritas pembangunan industri dalam RPI Provinsi dengan
twuan, sasaran, dan prioritas pembangunan scktor industri
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPD) dengan tetap
menyelaraskan pada RiPIN dan KIN.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah Provinsi terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2}, melaksanakan monitoring dan/atau
pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Monitoring dan/atau pengawasar sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), dilaksanakan terhadap pe¢rencanaan dan/atau
pelaksanaan program pembangunan industnn di Provinsi
dan/atau Kabupaten/Kota.

(3) Materi yang menjadi hal pokok dalam pelaksanaan monitoring
dan/atau pengawasan mengacu pada RPI Provinsi, RPI
Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan/atau
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
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(4) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan/atau sengawasan
terhadap pelaksanaan program pembangunan industri,
dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(5) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan/atau pengawasan,
dilakukan rapat koordinasi paiing sedikit | (satu) kali dalam
setahun atau sewaktu-waktu dipcriukan.

Pasal 8

(1} Perangkat Daerah Provinsi terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat {2), meiaksanakan evaluasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayati (i), dilaksanakan
terhadap hasil capaian, sasaran, dan/atau pelaksanaan
program pembangunan sektor industri di Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota.

(3) Perangkat Daerah Provinsi terkajt menyampaikan Jlaporan
evaluasi pelaksanaan program pembangunan sektor industi
kepada Gubernur secara berkala/triwulan.

{4) Pemerintah Kabupaten/jKota menyamPpaikan laporan
pelaksanaan RPI Kabupaten/Kota per semester Kkepada
Gubernur.

{5) Mater1 yang menjadi ‘nai pokok Qaiarm &varaas, dapz distraRan
dalam rapat koordinasi.

(6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (S),
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau
sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 9

(1) Gubernur menyampaikan laporan peflaksanaan RPI Provinsi
kepada Mentert Dalam Neger: dan/asau tembusannya kepada
Menteri Perindustiian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam
setahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
l.aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh
Perangkat Daerah Provinsi terkait, yang miel:puti pertumbuhan
industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik
Regronal Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri,
realisasi investast sektor industri dan ekspor produk industri
tertnasuk capatan basil pelaksanaan program pembangunan

industri, permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor
industri.
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(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, sebeium
dhsampaikan dalam Laporan Peayeienggaraan Petnerinlahan
Daerah (LPP®), disampaikan paling sedikit 2 {dua} kall datam
setahun yaltu pada bulan Juni dan bulan Desember.

(4) Pokok matert dalam lapora:i pclaksaitaan RPI Provinsi

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-uncangan.

Pasal 1@

(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan peclaksanaan RPI
Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan/atau tembusannva
kepada Menteri Perindustrian, paling sedikit 1 (satul kali dalam
setahun yang merupakan hagran tdak terpisankan dan
l.aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (LLPPD) sesual
dengan ketentuan peraturan perunclang-urrdangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1}, disusun oleh
Perangkat Daerah Kabupaten/RKota lerkalt, yang meliputi
pertumbuhan industri, kontribusi sekter 1industri terhadaw
Produk Domestik Regional Bruiwe (FDRE), penyerapan tenaga
kerja sektor industrl, realisasi investasi sektor industri dan
ekspor produk industri termasuk capaian hasil pelaksanaan
program pembangunan industri, permasalanan dan langkah
penyelesalan di sektor industti.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (l1). sebelum
disampatkan dalam Laporan Penyerenggaraan Pernerinlanan
Daerah (L.LPPD), disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalamn
setahun yaitu pada bulan Meir dan suian November.

(4) Pokok materi dalam laporan pelaksanaai: RPI Kabupaten/Kota

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1l
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11
Pemblayaan dalam rangka penvelenggaraan Peraturan
Gubermur in1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain vang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan peruvindang-uirdangan.
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BAB IV
KETENTUAN PERALITHAN

Pasal 12
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan
tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan  pelaksanaan RPI  Provinsi danj/atau  RPI
Kabupaten/Kota, dinyvatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 2



